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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia;

1.

2.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

Peraturan Pemerintan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
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BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden.

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 2
Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi
wilayah Provinsi.
Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya
meliputi daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB Il
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kejaksaan terdiri dari :

a.
b.
C.

Kejaksaan Agung;
Kejaksaan Tinggi;
Kejaksaan Negeri.

Bagian Kedua
Kejaksaan Agung
Paragraf 1
Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari :

@rooo0oe

Jaksa Agung;

Wakil Jaksa Agung;

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;



h.  Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
i Badan Pendidikan dan Pelatihan;
J. Staf Ahli;
k.  Pusat.
Paragraf 2
Jaksa Agung
Pasal 6

Jaksa Agung adalah Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin,
mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Pasal 7
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang
Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
(2) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
satu kesatuan unsur pimpinan.
(3) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Paragraf 3
Wakil Jaksa Agung

Pasal 9
Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pasal 10
Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :
a. Membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
b.  Mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;
C. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Paragraf 4
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Pasal 11
(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pembinaan, bertanggung
jawab kepada Jaksa Agung.
(2) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 12
(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan
tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan.
(2) Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan
atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan
ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara,



pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar
negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Jaksa
Agung Muda Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

a.
b.
C.

d.

(1)

)

1)
()

perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan;

pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di
luar negeri;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang
pembinaan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Paragraf 5
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
Pasal 14

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen, bertanggung
jawab kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 15

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan
tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan.

Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan
pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun
represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut
menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Jaksa
Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi :

a.
b.
C.

d.

perumusan kebijakan di bidang intelijen;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;

pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga, baik di dalam maupun di luar
negeri;

memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan
Kejaksaan;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
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Paragraf 6
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Pasal 17
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan
dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana
umum, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum.

Pasal 18

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

Lingkup bidang tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan
penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan  pidana bersyarat, pidana
pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan
hukum lainnya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Jaksa
Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

a.

b.
C.
d

1)

(2)

(1)
()

perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum;

pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum;
pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di
luar negeri;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak
pidana umum;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Paragraf 7
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
Pasal 20

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan
dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana
khusus, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dipimpin oleh Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus.

Pasal 21
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang
melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus.
Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya
hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana



